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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA DA-
LAM MENDUKUNG KEPATUHAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN
PADA PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK TARAHAN PORT

Oleh

MANDA FEBRIANTI

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki
peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis implementasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa, kes-
esuaiannya dengan peraturan perpajakan, serta perannya dalam mendukung kepatu-
han perpajakan perusahaan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama pelaksa-
naan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa imple-
mentasi PPh Pasal 23 atas jasa di PT Bukit Asam (Persero) Tbk telah dilaksanakan
secara sistematis, meliputi identifikasi objek pajak, penentuan dasar pengenaan pa-
jak, penerapan tarif, pemotongan, pembuatan bukti potong, penyetoran, dan
pelaporan pajak. Pelaksanaan tersebut secara umum telah sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpa-
jakan beserta peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, perusahaan telah menerapkan prinsip akrual dalam menentukan
waktu pemotongan pajak, yaitu pada saat pembayaran atau saat biaya diakui, ter-
gantung pada kejadian yang lebih dahulu terjadi. Implementasi PPh Pasal 23 juga
berperan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan yang tercermin
dari tertibnya administrasi, terpenuhinya kepatuhan formal dan material, serta min-
imnya risiko sanksi perpajakan. Namun, masih terdapat kendala berupa perubahan
regulasi yang dinamis dan koordinasi dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, diper-
lukan peningkatan pemahaman perpajakan serta optimalisasi sistem administrasi
berbasis digital guna mendukung kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Kata kunci: PPh Pasal 23, jasa, implementasi pajak, kepatuhan perpajakan



ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF INCOME TAX ARTICLE 23 FOR SERVICES IN
SUPPORTING COMPANY TAX COMPLIANCE AT PT BUKIT ASAM
(PERSERQO) TBK TARAHAN PORT

By

MANDA FEBRIANTI

Taxes are a source of state revenue which has an important role in support-
ing national development. This research aims to analyze the implementation of In-
come Tax (PPh) Article 23 on services, its conformity with tax regulations, and its
role in supporting corporate tax compliance at PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tara-
han Port. The research method used is descriptive qualitative with data collection
techniques through interviews, observation and documentation during the imple-
mentation of Field Work Practices (PKL). The research results show that the im-
plementation of PPh Article 23 on services at PT Bukit Asam (Persero) Tbk has
been carried out systematically, including identifying tax objects, determining the
basis for tax imposition, applying rates, withholding, making proof of withholding,
depositing and reporting tax. This implementation is generally in accordance with
applicable tax provisions, including the Law on Harmonization of Tax Regulations
and its implementing regulations.

In addition, the company has applied the accrual principle in determining
the timing of tax deductions, namely at the time of payment or when expenses are
recognized, depending on which event occurs first. Implementation of PPh Article
23 also plays a role in increasing corporate tax compliance, which is reflected in
orderly administration, fulfillment of formal and material compliance, and minimal
risk of tax sanctions. However, there are still obstacles in the form of dynamic reg-
ulatory changes and coordination with third parties. Therefore, it is necessary to
increase understanding of taxation and optimize digital-based administration sys-
tems to support sustainable tax compliance.

Keywords: Income Tax Article 23, services, tax implementation, tax compliance
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Rambe (2022) Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara
memiliki peranan yang semakin signifikan dalam meningkatkan kemandirian
negara untuk membiayai pembangunan nasional. Penerimaan pajak yang dihimpun
dari masyarakat menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan serta berbagai program pembangunan yang ber-
tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber pendapa-
tan pemerintah yang penting bagi operasional dan pertumbuhan nasional. Oleh ka-
rena itu, pemerintah memposisikan pajak sebagai wujud kewajiban nasional dan
sarana penunjang pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional (Yohana

et al,, 2023).

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpa-
jakan (UU HPP) proses pemungutan pajak di Indonesia menganut self assessment
system, yang pada praktiknya dalam proses pemungutan pajak memberikan ke-
percayaan secara penuh kepada Wajib Pajak untuk dapat menghitung, memperhi-
tungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, pemerintah
berperan sebagai pengawas melalui mekanisme pemeriksaan dan penegakan hukum

perpajakan.

Ada berbagai jenis pajak di Indonesia, salah satu jenis pajak yaitu Pajak
Penghasilan (PPh). Saroinsong et al., (2023) menjelaskan bahwa Pajak penghasilan
merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan secara

subjektif berdasarkan kemampuan masing-masing Wajib Pajak atas penghasilan



yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Objek pajak penghasilan meli-
puti setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pa-

jak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Salah satu bentuk pemotongan Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan
Pasal 23. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap yang
bersumber dari dividen, bunga, royalti, imbalan jasa, sewa selain tanah dan
bangunan, serta hadiah dan penghargaan tertentu. Pemotongan PPh Pasal 23 dil-
akukan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada penerima, sehingga pe-
rusahaan berperan sebagai perantara pemerintah dalam melaksanakan pemungutan
pajak secara tidak langsung. Dengan demikian, perusahaan memiliki tanggung ja-
wab yang besar untuk memastikan bahwa proses pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan Pajak Penghasilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan

yang berlaku sebagaimana dijelaskan oleh Sumampouw dan Wangkar (2022).

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpa-
jakan PPh Pasal 23 menetapkan tarif PPh atas jasa sebesar 2% dari total pendapatan
bruto. Namun, jika penerima jasa tidak memiliki NPWP, tarifnya otomatis akan naik
seratus persen dari tarif umum, sehingga menjadi 4%. Namun, dalam praktiknya
masih sering terjadi kesalahan dalam penentuan dasar pengenaan pajak maupun
penetapan tanggal pemotongan pajak. Kesalahan tersebut umumnya disebabkan
oleh lemahnya pengendalian internal perusahaan serta kurangnya pemahaman ter-

hadap peraturan perpajakan yang berlaku (Kaparang et al., 2023).

Transaksi jasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan
operasional perusahaan dan terjadi secara berkelanjutan. Dalam menjalankan usa-
hanya, perusahaan kerap memanfaatkan jasa pihak ketiga seperti konsultan, ven-
dor, jasa pemeliharaan, teknik, keamanan, serta berbagai layanan profesional
lainnya. Apabila penerapan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa tidak dilakukan secara
tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan berpotensi menghadapi

risiko perpajakan berupa sanksi administrasi, seperti denda dan bunga. Kondisi



tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi keu-

angan maupun reputasi perusahaan (Fajar et al., 2022).

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, penerapan Pajak Penghasilan Pasal
23 atas jasa tidak hanya memerlukan perhitungan pajak yang akurat, tetapi juga
pengelolaan administrasi perpajakan yang tertib. Pelaksanaannya meliputi beberapa
tahapan, yaitu mengidentifikasi jenis jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23, menen-
tukan tarif pemotongan yang sesuai, membuat bukti potong, menyetorkan pajak ke
kas negara, serta melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 23. Setiap tahapan ter-
sebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan, ka-
rena kesalahan dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan sanksi administrasi yang

berpotensi memengaruhi kinerja dan reputasi perusahaan (Putra & Priono, 2025).

PT Bukit Asam (Persero) Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan memiliki
peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Sebagai perusahaan
dengan skala usaha yang besar dan status sebagai perusahaan terbuka (Tbk), PT
Bukit Asam (Persero) Tbk dituntut untuk menerapkan prinsip good corporate gov-
ernance, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan
pajak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban yang bersifat hukum semata, tetapi
juga mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap negara serta masyarakat

(Dewa & Tanudjaja, 2024).

PT Bukit Asam (Persero) Tbk melakukan berbagai transaksi jasa yang meli-
batkan pihak ketiga baik dalam kegiatan operasional maupun penunjang. Transaksi
jasa tersebut secara langsung menimbulkan kewajiban pemotongan Pajak Pengha-
silan Pasal 23. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur
perpajakan yang memadai agar implementasi PPh Pasal 23 atas jasa dapat dilakukan
secara tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Mengingat bahwa kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan meru-
pakan salah satu faktor penting dalam mendukung penerimaan negara serta men-

ciptakan tertib administrasi perpajakan, maka diperlukan analisis yang mendalam



terhadap implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23. Berdasarkan uraian tersebut,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa dalam Mendukung Kepatuhan

Perpajakan Perusahaan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port”.

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pada PT Bukit
Asam (Persero) Tbk?

b. Apakah penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa di PT Bukit Asam
(Persero) Tbk telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

c. Bagaimana peran implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dalam
meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan pada PT Bukit Asam
(Persero) Tbk?

1.3 Tujuan

a. Menganalisis bagaimana implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa

yang diterapkan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Menganalisis kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa di PT
Bukit Asam (Persero) Tbk dengan ketentuan peraturan perpajakan yang ber-
laku.

Menganalisis peran implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dalam
meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan pada PT Bukit Asam
(Persero) Tbk.



1.4 Manfaat

a.

Bagi PT Bukit Asam (Persero) Tbk

Hasil penulisan Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat
memberikan gambaran mengenai implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23
atas jasa yang diterapkan di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Selain itu, laporan
ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban perpa-
jakan, khususnya terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23,
sehingga dapat mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan perusahaan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagi Akademik

Secara akademis, penulisan Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan ini diharap-
kan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan, khu-
susnya mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dalam praktik
dunia kerja. Selain itu, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi
mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama
yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan pada perusahaan BUMN.

Bagi Penulis

Bagi penulis, penyusunan Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan
dapat menambah pemahaman dan pengalaman secara langsung mengenai pen-
erapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa. Selain itu, penulis dapat men-
gaplikasikan teori perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam
praktik nyata di perusahaan, serta meningkatkan kemampuan analisis, pemec-

ahan masalah, dan penulisan karya ilmiah.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara
yang memiliki peranan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan nasional. Pengertian pajak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2019) berpendapat bahwa Pajak merupakan salah satu sumber
utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pem-
biayaan pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan. Pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara
langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmu-

ran rakyat.

Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran yang berasal dari masyarakat yang
wajib disetorkan ke kas negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang ber-
laku. Iuran tersebut bersifat memaksa sehingga wajib dipenuhi oleh setiap Wajib
Pajak tanpa adanya imbalan atau jasa timbal balik yang dapat dirasakan secara lang-
sung, karena hasilnya digunakan untuk kepentingan umum dan pembiayaan negara

(Soemitro, 2018).



Di samping itu, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak,
baik orang pribadi maupun badan, kepada negara berdasarkan norma hukum yang
berlaku. Pembayaran pajak ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan berbagai
pengeluaran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara, tanpa adanya im-
balan langsung yang diterima oleh Wajib Pajak, melainkan manfaatnya dirasakan

secara tidak langsung oleh masyarakat luas (Waluyo, 2019).

2.1.2 Fungsi Pajak
Setiawan dan Fitriandi (2016) mengemukakan bahwa pajak memiliki be-
berapa fungsi:
1. Fungsi Penerimaan (budgetair)
Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah yang berperan dalam
membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Pengatur (regularend)
Pajak berperan sebagai instrumen dalam menjalankan serta mengatur ke-
bijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi regulatif dari pajak ini
mencakup beberapa aspek, antara lain:
a. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan laju inflasi.
b. Pajak dapat berfungsi sebagai dorongan bagi kegiatan ekspor, misalnya me-
lalui penerapan pajak ekspor barang.
c. Pajak dapat memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri, sep-
erti penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang impor.
d. Pajak juga berperan dalam mengatur serta menarik investasi modal guna
meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)
Pajak berperan dalam menyesuaikan serta menyeimbangkan distribusi penda-
patan guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
4. Fungsi Stabilisasi
Pajak berperan dalam menstabilkan kondisi perekonomian. Misalnya, untuk
mengendalikan inflasi, pemerintah menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi

guna mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.



2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang digunakan oleh

pemerintah dalam menentukan besarnya pajak terutang dan pihak yang berwenang

menetapkannya. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Per-

aturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak terdiri

atas tiga sistem utama, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System,

dan Withholding System.

a.

b.

Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana
kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada
fiskus. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu surat ke-
tetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak. Sistem ini umumnya diterap-
kan pada masa awal perkembangan administrasi perpajakan di Indonesia.
Self Assessment System

Self Assessment System memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak
untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak
terutangnya. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran, kejujuran, dan pema-
haman perpajakan yang tinggi dari Wajib Pajak. Keberhasilan self assessment
system sangat bergantung pada kepatuhan sukarela Wajib Pajak serta efektivi-
tas pengawasan oleh otoritas pajak.

Withholding System

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan
kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak pada
saat terjadinya transaksi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
pemungutan pajak dan meminimalkan risiko tidak terbayarnya pajak. Contoh

penerapan sistem ini adalah pada pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.



2.2 Pajak Penghasilan (PPh)
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal
dari dalam negeri maupun luar negeri. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut
dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Pengertian
ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (HPP).

2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP) subjek Pajak Penghasilan meliputi orang pribadi, warisan
yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan
bentuk usaha tetap. Penentuan subjek pajak ini penting karena berkaitan dengan hak
dan kewajiban perpajakan yang melekat. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasi-
lan itu sendiri, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di-
peroleh Wajib Pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, honorarium, laba

usaha, bunga, dividen, maupun imbalan jasa lainnya.

2.2.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan

Pemungutan Pajak Penghasilan dilakukan melalui beberapa mekanisme, an-
tara lain pemotongan oleh pihak lain, pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak, serta
pemungutan melalui angsuran pajak. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan
bahwa pajak atas penghasilan dapat dipungut secara optimal dan tepat waktu (UU

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpa-
jakan/HPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas

penghasilan tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha
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tetap, dan dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan. PPh Pasal 23 bersifat
withholding tax, sehingga pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga.

Resmi (2022) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 meru-
pakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, serta badan usaha tetap yang
berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, kecuali yang

telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

2.3.2 Pengertian Jasa dalam PPh Pasal 23

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022) Jasa dalam konteks PPh Pasal 23
adalah setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan
suatu perikatan atau perjanjian untuk memperoleh imbalan. Jasa tersebut menjadi
objek pajak karena menghasilkan penghasilan bagi pihak penerima jasa. Jasa dalam
PPh Pasal 23 adalah imbalan atas penyerahan jasa teknik, manajemen, konsultan,
atau jasa lain (diatur dalam PMK-141/PMK.03/2015) yang dibayarkan kepada WP
dalam negeri atau BUT, dengan tarif 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN).
Pajak ini1 bersifat tidak final dan dipotong pihak pemberi penghasilan.

2.3.3 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23
Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, beri-
kut adalah daftar tarif dan objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto, dikenakan atas penghasilan berupa:

a. Dividen,
b. Bunga
c. Royalti

d. Hadiah, bonus, penghargaan lain yang tidak dipotong Pajak Penghasilan
(PPh) pasal 21
2. Tarif 2% dari jumlah bruto, dikenakan atas penghasilan berupa:
a. Sewa
b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa

konsultan dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan
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(PPh) pasal 21. Dalam penerimaan imbalan, jika tidak memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100%
dari tarif yang berlaku.

Jenis jasa lain yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, se-

bagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015

yang dikenakan 2% dari jumlah bruto sebagai berikut:

1.

2
3
4
5.
6
7
8

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17

18.
19.

Jasa penilai (appraisal)

. Jasa aktuaris
. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan

. Jasa hukum

Jasa arsitektur

. Jasa perancang (design)
. Jasa perencanaan kota dan arsitektur (landscape)

. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi,

kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT)

Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas
bumi (migas)

Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan
penambangan minyak dan gas bumi (migas)

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara

Jasa penebangan hutan

Jasa pengolahan limbah

Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)

Jasa perantara dan/atau keagenan

Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh
Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan
Efek Indonesia (KPEI)

. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian

Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Jasa pengisian suara (dubbing) dan/ atau sulih suara

Jasa mixing film



20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner,
pamflet, baliho dan folder

Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, terma-
suk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan

Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website

Jasa internet termasuk sambungannya

Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau
program

Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,
dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang ling-
kupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi

Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air,
gas, AC, TV kabel, dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pa-
jak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/ atau
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara

Jasa maklon

Jasa penyelidikan dan keamanan

Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer

Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang
atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan

Jasa pembasmian hama

Jasa kebersihan atau cleaning service

Jasa sedot septic tank

Jasa pemeliharaan kolam

Jasa katering atau tata boga

Jasa freight forwarding

Jasa logistik

Jasa pengurusan dokumen

Jasa pengepakan

Jasa loading dan unloading



42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

51

54.
55.
56.
57.

58
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Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian
akademis

Jasa pengelolaan parkir

Jasa penyondiran tanah

Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan

Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit

Jasa pemeliharaan tanaman

Jasa pemanenan

Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau
perhutanan

Jasa dekorasi

. Jasa pencetakan/penerbitan
52.
53.

Jasa penerjemahan

Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-
Undang Pajak Penghasilan

Jasa pelayanan kepelabuhanan

Jasa pengangkutan melalui jalur pipa

Jasa pengelolaan penitipan anak

Jasa pelatihan dan/atau kursus

. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59.
60.
ol.
62.

Jasa sertifikasi

Jasa survei

Jasa tester, dan

Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Bel-

anja Daerah.
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2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23

Dasar pengenaan pajak PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto, yaitu seluruh
penghasilan sebelum dikurangi biaya apa pun. Penetapan dasar pengenaan pajak ini
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah perhitungan pa-

jak (UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

2.4 Tata Cara Pemotongan, Pembuatan Bukti Potong, Penyetoran, dan
Pelaporan PPh Pasal 23
2.4.1 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 23

Tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 diawali dengan penen-
tuan objek pajak, yaitu dengan mengidentifikasi apakah suatu transaksi termasuk
dalam kategori yang dikenakan PPh Pasal 23, seperti jasa, sewa selain tanah dan
bangunan, serta penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti. Setelah objek pajak
ditentukan, langkah berikutnya adalah menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan
jenis penghasilan tersebut, di mana tarif yang umum digunakan adalah sebesar 2%
untuk jasa dan sewa, serta 15% untuk dividen, bunga, dan royalti. Ketentuan ini
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan.

Selanjutnya, penentuan waktu pemotongan dilakukan pada saat terjadinya
pembayaran, baik secara tunai maupun non-tunai, termasuk pembayaran melalui
transfer atau mekanisme lainnya. Selain itu, pemotongan juga dapat dilakukan pada
saat biaya tersebut telah diakui sebagai beban dalam pembukuan perusahaan. Ke-
tentuan mengenai waktu pemotongan ini sejalan dengan prinsip akrual dalam
perpajakan yang juga diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)
serta didukung oleh ketentuan pelaksana dalam Peraturan Menteri Keuangan No-
mor 141/PMK.03/2015. Dengan demikian, pemotongan PPh Pasal 23 mengikuti

prinsip “mana yang terjadi lebih dahulu” antara pembayaran dan pengakuan biaya.
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Setelah waktu pemotongan ditentukan, pihak pemotong wajib menghitung
besarnya PPh Pasal 23 berdasarkan jumlah bruto transaksi tanpa dikurangi biaya
apapun, kemudian memotong langsung dari jumlah yang akan dibayarkan kepada
pihak penerima penghasilan. Proses ini memastikan bahwa kewajiban perpajakan

telah dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4.2 Tata Cara Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23

Setelah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, pemo-
tong pajak wajib membuat bukti potong sebagai bagian dari prosedur administrasi
perpajakan. Pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dilakukan secara elektronik me-
lalui sistem Coretax yang terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan
Direktorat Jenderal Pajak. Bukti potong tersebut wajib diberikan kepada pihak yang
dipotong sebagai bukti bahwa pajak atas penghasilan yang diterima telah dipotong
oleh pihak pemotong.

Tata cara pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dimulai dengan menginput
data transaksi ke dalam e-Bupot pada sistem Coretax, yang meliputi identitas pemo-
tong dan pihak yang dipotong, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jenis pengha-
silan, jumlah penghasilan bruto, tarif pajak, serta besarnya PPh Pasal 23 yang
dipotong. Setelah data diinput secara lengkap dan benar, sistem akan memproses
dan menerbitkan bukti potong secara elektronik yang dilengkapi dengan nomor
bukti potong serta validasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Bukti potong yang telah
diterbitkan selanjutnya dapat diunduh atau dicetak untuk disampaikan kepada pihak

penerima penghasilan.

Bukti potong PPh Pasal 23 memiliki fungsi penting, yaitu sebagai kredit pajak
bagi pihak penerima penghasilan dalam penghitungan Pajak Penghasilan terutang
pada akhir tahun pajak. Kewajiban pembuatan bukti potong tersebut telah diatur
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang bentuk
dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan

serta pelaporannya.
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2.4.3 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong wajib disetorkan oleh
pemotong pajak ke kas negara melalui bank persepsi, kantor pos persepsi, atau salu-
ran pembayaran resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan (Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) ba-
tas bayar PPh Pasal 23 untuk penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir, namun mulai tahun 2025 batasnya berubah menjadi

tanggal 15 bulan berikutnya (PMK No. 81 Tahun 2024).

2.4.4 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23 melalui SPT Masa

Selain melakukan pemotongan dan penyetoran, pemotong pajak juga wajib
melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong melalui Surat Pember-
itahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Pelaporan SPT Masa tersebut harus dilakukan
paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (PMK No.
81 Tahun 2024).

2.5 Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam Perusahaan
2.5.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Perpajakan

Implementasi kebijakan perpajakan merupakan proses penerapan ketentuan
dan peraturan perpajakan ke dalam kegiatan operasional perusahaan secara nyata,
konsisten, dan berkesinambungan. Implementasi ini mencerminkan sejauh mana
perusahaan memahami serta menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan
tujuan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah (Desnia & Widyana Dewi,
2025).

2.5.2 Implementasi PPh Pasal 23 atas Jasa di Perusahaan

Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa di perusahaan mencakup
proses identifikasi jenis jasa yang menjadi objek pajak, penentuan tarif pajak yang
sesuai, pelaksanaan pemotongan pajak, pembuatan bukti potong, penyetoran pajak
ke kas negara, serta pelaporan melalui SPT Masa PPh Pasal 23. Pelaksanaan seluruh

tahapan tersebut secara tertib dan tepat waktu menunjukkan adanya kepatuhan
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perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (UU No. 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

2.6 Peran Implementasi PPh Pasal 23 atas Jasa dalam Mendukung Kepatuhan

Perpajakan Perusahaan

2.6.1 Hubungan Implementasi PPh Pasal 23 dengan Kepatuhan Perpajakan
Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan secara tepat dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan

tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan. Pelaksanaan kewajiban pemotongan,

penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang benar mencerminkan kepatuhan for-

mal dan material perusahaan sebagai Wajib Pajak (Desnia & Widyana Dewi, 2025).

2.6.2 Dampak Implementasi PPh Pasal 23 terhadap Kepatuhan Pajak Perus-
ahaan

Fuad et al., (2025) menjelaskan bahwa implementasi Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 23 yang dilaksanakan secara optimal dan sesuai ketentuan perpajakan terbaru
dapat meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan melalui pemotongan, penyetoran,
dan pelaporan yang tertib. Penerapan tersebut mampu meminimalkan risiko sanksi
perpajakan serta meningkatkan transparansi administrasi karena seluruh proses dil-
akukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan PPh
Pasal 23 berkontribusi dalam mendukung sistem perpajakan nasional yang efektif
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmo-
nisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah ketentuan Undang-Undang Pajak

Penghasilan serta Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
sifat deskriptif. Prawanti et al., (2025) menyatakan bahwa desain penelitian kuali-
tatif merupakan suatu rencana atau kerangka kerja yang digunakan untuk menyusun
dan melaksanakan penelitian dengan tujuan memahami fenomena sosial, budaya,
maupun perilaku manusia secara mendalam dan menyeluruh. Desain ini
menekankan pada pengumpulan data kualitatif melalui teknik seperti wawancara,

observasi, dan studi dokumentasi.

Huda et al., (2025) berpendapat bahwa Penelitian kualitatif merupakan suatu
proses pengumpulan data yang dilakukan secara alamiah dengan tujuan menafsir-
kan serta menganalisis fenomena, di mana peneliti berperan sebagai instrumen
utama dalam penelitian. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggam-
barkan, menjelaskan, dan menganalisis objek penelitian berdasarkan situasi tertentu

dari seluruh data yang diperoleh selama kegiatan di lapangan.

Menurut Ruhansih (2017) Deskriptif kualitatif (QD) merupakan metode
penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif sederhana dengan alur berpikir
induktif. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara
berkesinambungan, mulai dari sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama proses

pengumpulan data berlangsung, hingga setelah kegiatan lapangan selesai.
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3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis,

yaitu:

1.

Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek
penelitian, yaitu PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port. Data ini dik-
umpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak-
pihak yang terkait dan memiliki informasi mengenai kegiatan yang diteliti.
Melalui data primer, peneliti dapat memperoleh informasi yang nyata dan
sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari
berbagai sumber yang telah tersedia. Data ini diperoleh melalui internet,
buku referensi, laporan terdahulu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK),
serta Undang-Undang yang berkaitan dengan topik penelitian. Data
sekunder digunakan sebagai pendukung data primer serta sebagai dasar da-

lam memperkuat teori dan pembahasan penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data selama melaksanakan

praktik kerja lapangan di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tarahan Port adalah sebagai

berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya

jawab secara langsung dengan narasumber yang berada pada Satuan Kerja Keu-

angan dan memiliki tanggung jawab terhadap data serta informasi di PT Bukit

Asam (Persero) Tbk Tarahan Port.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan atau praktik kerja yang

berlangsung di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port.
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c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen serta arsip yang berkaitan
dengan topik praktik kerja lapangan. Penulis juga menggunakan berbagai refer-
ensi yang tersedia serta mencari tambahan informasi melalui buku dan sumber

pustaka lain yang relevan dengan topik penelitian.

3.4 Objek Kerja Praktik
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) ini bertempat di PT Bukit
Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km. 15,
Tarahan, Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Kegiatan PKL dil-
aksanakan selama periode 12 Januari hingga 12 Maret 2026 dengan total waktu
pelaksanaan PKL selama 40 hari kerja. Pelaksanaan PKL mengikuti jam

operasional perusahaan, yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul

07.00 WIB hingga 16.00 WIB.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port

Gambar 3. 1 Kantor PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port.
(Sumber: PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port)



21

PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) merupakan salah satu anak perusahaan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan batu
bara. Perusahaan ini berkantor pusat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dan men-
jadi bagian dari Holding BUMN Industri Pertambangan bersama PT Antam dan PT

Timah, dengan PT Inalum (Persero) sebagai induk perusahaan sejak tahun 2017.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mengoperasikan tiga pelabuhan utama
yang melayani pengiriman batu bara ke berbagai wilayah domestik maupun inter-
nasional. Pelabuhan Batu Bara Tarahan di Bandar Lampung berfungsi sebagai pusat
utama pengapalan batu bara, sedangkan Pelabuhan Batu Bara Kertapati di Palem-
bang dimanfaatkan untuk transportasi melalui jalur sungai. Selain itu, Pelabuhan
Batu Bara Teluk Bayur di Padang berperan sebagai pintu ekspor batu bara ke

berbagai negara.

Pelabuhan Tarahan merupakan fasilitas pelabuhan terbesar milik PT Bukit
Asam (Persero) Tbk (PTBA) dengan luas area sekitar 55 hektar dan berlokasi seki-
tar 18 km dari Kota Bandar Lampung. Pelabuhan ini mulai beroperasi sejak tahun
1986 sebagai Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang awalnya
digunakan untuk pengapalan batu bara dari Tambang Tanjung Enim menuju Pem-
bangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Banten. Pengangkutan batu bara
dilakukan menggunakan Kereta Api Babaranjang dari Tanjung Enim ke Tarahan
bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan jarak tempuh kurang
lebih 420 km. Setiap hari terdapat sekitar 26 rangkaian kereta yang terdiri dari 60

gerbong dengan kapasitas angkut sekitar 50 ton batu bara per gerbong.

Proses penumpukan batu bara dilakukan pada empat area stockpile dengan
total kapasitas mencapai 700.000 ton dan kapasitas throughput tahunan hingga 12
juta ton. Pelabuhan ini memiliki tiga dermaga dengan kedalaman laut antara 7
hingga 25 meter yang mampu disandari kapal berkapasitas 80.000-205.000 DWT.
Selain mendistribusikan batu bara ke PLTU Suralaya, Pelabuhan Tarahan juga me-

layani pengiriman domestik serta ekspor ke berbagai negara di Asia seperti India,
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China, Jepang, Taiwan, Pakistan, dan Vietnam, serta beberapa negara di kawasan

Eropa.

Untuk meningkatkan efisiensi operasional, PT Bukit Asam (Persero) Tbk
(PTBA) Unit Pelabuhan Tarahan telah mengembangkan fasilitas Dermaga
Tongkang Batu Bara dengan kapasitas 12.000 DWT guna mengatasi keterbatasan
pengangkutan batu bara dari pusat tambang di Tanjung Enim. Dalam menunjang
kegiatan operasional, Unit Pelabuhan Tarahan juga memanfaatkan pasokan listrik
mandiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 8 MW yang
dikelola oleh anak perusahaan PT Bukit Asam (Persero) Tbk yaitu PT Bukit Asam
(Persero) Tbk Energi Servis Terpadu (BEST).

3.4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan
PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port memiliki visi dan misi untuk mencapai
tujuan perusahaan, yaitu:
1. Visi
Menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.
2. Misi
Mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan
keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholders

dan lingkungan.
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3.4.2.3 Struktur Organisasi PT Bukit Asam (Persero) Thk. Tara-

han Port Bagian Satuan Kerja Keuangan

Lampiran 1.2
Keputusan Direksi PTBA
Nomor 331/0100/2022
Tanggal 26 Agustus 2022
Satuan Kerja Unit Pelabuhan Tarahan -
SDM, Umum, Keuangan
SDM, Umum, dan CSR

|
| Keuangan dan CSR
| (255010000L)
|

S S | |
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DIREKSI PT BUKIT ASAM Tbk
k )
o BUKIT ASAy % RQirektur Utama
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Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Bagian Satuan
Kerja Keuangan.

(Sumber: PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port)

Berikut ini disajikan tugas dan tanggung jawab Struktur Organisasi pada PT Bukit
Asam (Persero) Tbk, Tarahan Port Bagian Satuan Kerja Keuangan:
a) SDM, Umum, Keuangan, dan CSR
Hamdani B Yusdi selaku HR, GS, Finance & CSR Dept Head di PT Bukit
Asam (Persero) Tbk Tarahan Port memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu,
mengkoordinasikan dan mengatur seluruh kegiatan umum dan keuangan meli-
puti:
a. Kegiatan administrasi kepegawaian.
b. Pengurusan perijinan.
c. Layanan umum (transportasi bagi pegawai maupun tamu perusahaan, ako-
modasi tamu perusahaan, layanan pengadaan, penyelenggaraan layanan

protokoler dan ekspedisi).
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d. Menjaga hubungan baik dengan industri, masyarakat, dan bina lingkungan
dalam terciptanya tertib administrasi serta terciptanya hubungan yang har-

monis antara pegawai dan perusahaan dan masyarakat sekitarnya.

b) Keuangan
Adiati Ameici selaku Finance Section Head di PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Tarahan Port memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mengkoordinasikan dan

mengatur kegiatan keuangan yang meliputi:

a. Penyusunan dan monitoring anggaran tahunan (RKAP).
b. Pengelolaan arus kas.
c. Pembayaran dan penagihan piutang.
d. Pengendalian pembebanan biaya.
Menyelenggarakan administrasi keuangan.
f. Memfasilitasi penyusunan seluruh anggaran operasional pelabuhan.

c) Perbendaharaan
Marta Siti Komariah selaku Treasury Subsec. Head di PT Bukit Asam (Persero)
Tbk Tarahan Port memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
a. Mengatur dan mengawasi kegiatan perbendaharaan di Pelabuhan Tarahan.
b. Melakukan perencanaan dan pengendalian arus kas.
c. Mengelola penerimaan dan penagihan piutang.

d. Mengawasi administrasi perpajakan dan pembayaran hutang.

d) Akuntansi
Febria Taperti selaku Accounting Subsec. Head di PT Bukit Asam
(Persero) Tbk Tarahan Port memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan akuntansi umum.
b. Melakukan verifikasi dan invoicing.
c. Melaksanakan rekonsiliasi akun-akun neraca dan laporan laba rugi.

d. Menganalisis varian biaya dan mengelola aktiva tetap.
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Berdasarkan hasil observasi selama PKL di PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Tarahan Port, operasional keuangan sehari-hari tidak hanya dijalankan oleh bagian
Perbendaharaan dan Akuntansi yang tercantum dalam struktur organisasi resmi,
tetapi juga melibatkan pegawai lain yang turut berperan dalam berbagai tugas ad-

ministrasi dan operasional keuangan.

Selain pegawai tetap, terdapat pegawai outsourcing yang membantu dalam
proses administrasi keuangan. Adapun beberapa karyawan yang berperan dalam

operasional keuangan di Tarahan Port adalah:

Tabel 3. 1 Nama Karyawan dan Jabatan

Nama Jabatan
Gilang Bayu Pradana Finance Staff
Dian Finance Corporate
Afan Administrasi Export (outsourcing)
Arifin Kasir (outsourcing)
Eka Yunia Administrasi Keuangan (outsourcing)
Claudia Deyda Administrasi Keuangan (outsourcing)

(Sumber: (PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan Port)



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Pajak Pengha-

silan (PPh) Pasal 23 atas jasa dalam mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan

pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1.

3.

Implementasi PPh Pasal 23 atas jasa di PT Bukit Asam (Persero) Tbk telah
dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan tahapan perpa-
jakan yang berlaku. Proses tersebut meliputi identifikasi jenis jasa yang
menjadi objek pajak, penentuan dasar pengenaan pajak berdasarkan jumlah
bruto, penerapan tarif sesuai ketentuan, pelaksanaan pemotongan pada saat
pembayaran atau saat terutang, pembuatan bukti potong, penyetoran ke kas
negara, serta pelaporan melalui SPT Masa.
Penerapan PPh Pasal 23 atas jasa secara umum telah sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesesuaian tersebut terlihat
dari ketepatan dalam menentukan objek pajak berdasarkan ketentuan yang
berlaku, penggunaan tarif sebesar 2% untuk wajib pajak yang memiliki
NPWP, serta ketepatan waktu dalam pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan pajak. Selain itu, perusahaan juga telah menerapkan prinsip
akrual dalam menentukan waktu pemotongan, sehingga mencerminkan
pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan dan mampu memini-
malkan potensi kesalahan maupun sanksi administrasi.
Implementasi PPh Pasal 23 memiliki peran yang signifikan dalam men-
dukung kepatuhan perpajakan perusahaan. Pelaksanaan kewajiban perpa-
jakan yang dilakukan secara tertib dan konsisten mampu meningkatkan ket-
ertiban administrasi, mencerminkan kepatuhan formal dan material, serta

mengurangi risiko sanksi perpajakan.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 23 atas jasa pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk, penulis menyampaikan be-

berapa saran sebagai berikut:

1.

Perusahaan diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan kon-
sistensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya dalam proses
pemotongan, pembuatan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal
23, agar kepatuhan perpajakan tetap terjaga secara berkelanjutan dan terhin-
dar dari risiko sanksi administrasi.

Bagian keuangan dan perpajakan disarankan untuk secara aktif dan berkala
memperbarui pengetahuan terkait peraturan perpajakan terbaru, baik me-
lalui pelatihan, sosialisasi, maupun pemantauan terhadap perubahan regu-
lasi seperti PMK terbaru, sehingga dapat meningkatkan ketepatan dalam
penerapan kebijakan perpajakan di perusahaan.

Perusahaan perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak rekanan atau
penyedia jasa serta mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi perpa-
jakan berbasis digital, seperti Coretax, guna memastikan kelengkapan doku-
men perpajakan, meningkatkan efisiensi proses administrasi, serta memini-

malkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
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